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Nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya sampai anak 
tersebut dewasa dan dapat bekerja Namun apabila anak telah mencapai umur 
tetapi terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, 
maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya, di Mahkamah 
Syariah Banda Aceh, ada beberapa putusan mengenai biaya nafkah anak yang 
tidak dilaksanakan Aparatur Sipil Negara setelah perceraian. Ini diketahui dengan 
diajukannya gugatan nafkah anak ke pengadilan oleh istri karena suami tidak mau 
menjalankan putusan Mahkamah Banda Aceh mengenai nafkah anak, dan juga 
dapat diketahui melalui banding yang dilakukan suami yang menyatakan 
keberatan dengan pertimbngan hakim dalam menentukan nafkah anak. Hal seperti 
ini sangat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup si anak, dalam skripsi 
ini penulis membahas mengenai pertimbangan dan dasar hakim Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara,upaya hukum 
terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan suami sebagai Aparatur 
Sipil Negara, tinjauan hukum Islam mengenai putusan hakim Mahkamah 
Syar’iyah Banda Acehdalam menentukan  nafkah anak Aparatur Sipil Negara. 
Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, jenis penelitian ini kualitatif, 
menggunakan pendekatan yuridis empiris, tehnik pengumpulan data yaitu dengan 
cara mengumpulkan data yang bersifat primer dan skunder, dan tehnik analisis 
data, semua data diperoleh dan dikumpulkan baik data skunder maupun data 
primer. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa, mengenai pembebanan 
kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orangtua laki-laki (Ayah) setelah 
terjadi perceraian , upaya pertama yang harus dilakukan istri jika suami enggan 
membayar/membiayai nafkah anak setelah perceraian ialah dengan cara 
membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja dan diberikan 
kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, namun jika dengan cara ini 
juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi 
ke Pengadilan Agama, Hakim menjatuhkan putusan dan nominal yang harus di 
bayar dalam nafkah anak, yaitu dengan cara melihat kemaslahatan kedua belah 
pihak agar tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. 
1. Konsonan 
No. Arab Latin Ket. No. Arab Latin Ket. 
1 ا 
Tidak 
dilambang
kan 
 16 ط ṭ 
t dengan 
titi di 
bawahnya 
2 ب B  17 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ s dengan titik di atasnya 19 غ g  
5 ج J  20 ف f  
6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق q  
7 خ Kh  22 ك k  
8 د D  23 ل l  
9 ذ Ż z dengan titik di atasnya 24 م m  
10 ر R  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ s dengan titik di bawahnya 29 ي y  
15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya     
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 2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
ـَ Fatḥah A 
ـِ Kasrah I 
ـُ Dammah U 
 
b.  Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Contoh: 
 
فيك: kaifa لوه :haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat danhuruf , 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda 
ي/ا ـَ Fatḥah dan alif atau ya ᾱ 
ـِي  Kasrah dan ya Ī 
ـُو  Dammah dan wau ῡ 
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Contoh: 
لاق: qāla ىمر: ramā 
ليق:qīla لوقي: yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلاا ةضور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ةرونملا ةنيدملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط  : Ṭalḥah 
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BAB SATU  
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah  
Nafkah Merupakansuatu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya. 
Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan 
saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.1 
Dengan demikian, kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak-
anaknya. Kewajiban suami ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak 
dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah 
besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.  
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberikan nafkah yang 
menjadi tulang punggung kehidupannya.  
Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut apabila anak telah sampai pada umur 
mampu untuk bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk 
bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya berbeda 
halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk 
bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap 
berkewajiban  memberikan nafkah untuk anaknya.  
1Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, 
hlm.108. 
1 
 
                                                          
2 
 
Anak perempuan dibebankan kepada ayahnya untuk memberi nafkah 
kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang 
dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah 
sendiri. Apabila ia telah kawin maka nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila 
suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk nafkah 
hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya, seperti pada 
waktu belum menikah.2 
Apabila ayah dalam keadaan fakir tetap mampu bekerja dan memang benar-
benar telah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberik 
nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, 
dpat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi 
kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang 
dapat ditagih pada saat  ayah sudah mampu.3 
Di dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar’iah Banda Aceh, hakim 
memutuskan  bahwasanya si suami harus membayar nafkah anaknya guna untuk 
keberlangsungan hidup si anak dan keperluan lainnya dari anak tersebut. Hal ini 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
sebagaimana yang terdapat dalam PASAL  105 huruf (c)4 yang menegaskan bahwa:  
2 Muhammad Abdul Tihami, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),cet ke-4, 
hlm.170. 
3Ibid..,hlm.170 
 
4Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 
huruf (c), (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.264. 
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Dalam terjadinya perceraian : 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya.  
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya. 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 
Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156  huruf (d)5 yang menegaskan 
bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 
kemampuannya, sekurang-kurangnnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri  (21 tahun )”. 
Di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ada beberapa putusan mengenai biaya 
nafkah anak yang tidak dilaksanakan Aparatur Sipil Negara setelah perceraian. Ini 
diketahui dengan diajukannya gugatan nafkah anak ke pengadilan oleh istri karena 
suami tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Banda Aceh mengenai nafkah 
anak, dan juga dapat diketahui melalui banding yang dilakukan suami yang 
menyatakan keberatan dengan pertimbngan hakim dalam menentukan nafkah anak, 
diantaranya sebagai sampel dalam sebuah putusan di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh, istri meminta agar mantan suaminya memberikan nafkah hidup dan pendidikan 
kepada anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan. Namun, setelah hakim 
5Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam  Pasal 
156..,hlm.284. 
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mempertimbangkan tergugat (suami) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara 
hanya dibebankan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya  sebesar Rp. 
2.000.000,- tetapi suami tetap enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, 
sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak Negatif bagi keberlangsungan hidup si 
anak. Dalam perkara ini istri sebagai Penggugat mengajukan gugatan nafkah ke 
Mahkamah Syariah Banda aceh karena setelah putusan dengan Nomer Register 
0155/Pdt.G/2014/MS.Bna suami enggan untuk menjalankan putusan tersebut yang 
berkaitan dengan  nafkah anak. 
Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), 
Nomor 11 k/ AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003, hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syar’iyah bisa menetapkan nafkah anak yang berdasarkan  Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
1990 tentang Peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara. apabila tidak terlaksananya 
putusan tersebut (suami tidak  mau menjalankan putusan nafkah anak), hakim dapat 
memerintah bendahara tempat suami bekerja untuk memotong  gaji Aparatur Sipil 
Negara tersebut sejumlah uang yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan. 
Namun sekarang tepatnya setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia (MARI), yang mana isi putusan MARI tersebut ialah : 
“Bahawa pemeberian  ½ bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebaiknya 
diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Aparatur 
Sipil Negara, Bukan Merupakan Hukum Acara Peradilan Agama. Karena pemberian 
5 
 
½ gaji tergugat kepada pengguggat merupakan keputusan Pejabat Tata usaha 
Negara”.6 
Dengan dikeluarkannya putusan MARI tersebut hakim Pengadilan Agama/  
Mahkamah syar’iyah tidak bisa lagi memerintah bendahara tempat suami bekerja 
untuk memotong gaji yang bersangkutan. Karena hakim tidak bisa menggunakan 
Peraturan pemerintah tersebut karena PP tersebut adalah kewenangan PTUN setelah 
adanya putusan MARI. Dengan demikian salah satu upaya yang dapat dilakukan istri 
karena suami PNS yaitu dengan cara membawa hasil putusan sebagai bukti bahwa 
suami telah dibebankan untuk menafkahi anaknya pasca perceraian ke pengadilan 
agama ke tempat suami bekerja tepatnya kepada bendahara tempat suami bekerja 
supaya bendahara mau memotong gaji suami agar terlaksananya putusan pengadilan. 
Namun upaya seperti ini tidak terlalu berjalan mulus atau tidak efektif, karena 
ditakutkan ada bendahara yang tidak mau memotong gaji suami dengan berbagai 
alasan. Dengan demikian hak nafkah anak tidak dapat terpenuhi oleh suami(ayah), 
oleh karena itu harus ada upaya -upaya hukum yang kuat agar anak mendapatkan hak 
nafkah dari suami, dan putusan dapat terlaksana. Berdasarkan uraian diatas, penulis 
sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara mendetail dalam suatu karya ilmiah 
berbrntuk skripsi dengan judul:“Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah 
Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. 
 
 
6Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Nomor 11 k/ AG/2001 Tanggal 10 
Juli 2003. 
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1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis diatas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam 
menentukan  nafkah anak Aparatur Sipil Negara? 
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan istri agar nafkah anak bisa 
terpenuhi? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penetapan hakim Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara?  
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka 
penelitisn ini bertujuan; 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh dalam menentukan  nafkah anak Aparatur Sipil Negara. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan istri agar nafkah anak 
dapat terpenuhi. 
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penetapan hakim 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang nafkah anak Aparatur Sipil 
Negara. 
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1.4. Penjelasan Istilah  
1. Hak adalah  suatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan 
penggunaannya tergantung kepada kita sendiri contohnya seperti mendapat 
hak nafkah bagi anak dari orangtua, hak mendapat pembelajaran dan hak 
mengeluarkan pendapat.7 
2. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut 
keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. 
Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan 
dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang 
berkewajiban menurut  kebiasaan masing-masing.8 
3. Perceraian secara terminologi adalah berasal dari kata dasar cerai yang 
berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk 
kata abstrak dan kemudian menjadi perceraian berarti hasil dari perbuatan 
cerai. Jadi secara yuridis, perceraian berarti putusnya perkawinan yang 
mengakibatkan putusnya hubungan suami istri.9 
4. Anak menurut definisi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 
setiap manusi yang dibawah umurdelapan belas tahun, kecuali menurut 
Undag-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. 10 
7www.Langkahpembelajaran.com, diakses pada tanggal 30 oktober 2016 Pukul 00:07 PM 
 
8Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm.421. 
 
9Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian,(Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm.15 
 
10Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk di Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015),hlm.10. 
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5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah 
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan.11 
 
1.5. Kajian Pustaka  
 Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik 
yang akan diteliti dengan mentelaah penelitian sejenis, yang mungkin pernah diteliti 
sebelumnya oleh peneliti sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau 
menghindari terjadinya duplikasi penelitian.  
 Berkaitan dengan kewajiban nafkah anak terhadap Aparatur Sipil Negara 
setelah perceraian, sejauh ini bukan pertama kalinya dibahas.Namun peneliti belum 
menemukan mengenai upaya hukum yang harus ditempuh istri  apabila sumai(Ayah) 
yang  sebagai Aparatur Sipil Negara enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan. 
Akan tetapi ada beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewajiban 
nafkah anak terhadap Aparatur Sipil Negara ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian-
penelitian ialah:  
 
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014, Lembaga Negara Tahun 2014 
No.6, Tambahan Lembaran Negara No.5494. 
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 Teuku Darul Ilmy, dengan judul skripsi ”Nafkah Hak Anak Pegswai Negeri 
Sipil (Analisi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.75/pdt.G/2011/MS-
BNA).12Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya hakim Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh menolak gugatan tergugat mengenai nafkah hadhanah terhadap anak 
mereka.Alasan hakim Mahkamah syar’iyah Banda Aceh menolak Gugatan tersebut 
ialah karena suami yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara telah melaksanakan 
kewajibannya dengan memenuhi nafkah hadhanah yaitu pemberian sebuah kios 
miliknya dan hasil gadai sawah. 
 Isnatun, dengan judul skripsi, “Penyelesaian Pembagian Gaji Aparatur Sipil 
Negara Terhadap Bekas Istri Yang Diserahkan Pada Atasan Atau Instansi Terkait 
Pasca Perceraian”. 13Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Majelis hakim 
Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No.1135/Pdt.G/2007/PA.SM 
telah menetapkan kewajiban terhadap suami untuk memberi  nafkah kepada anak 
perbulan sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini sesuai dengan kewajiban ayah 
dalam memelihara anak. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, 
maka dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat spesifik terhadap 
penelitian yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang akan peneliti lakukan 
12Teuku Darul Ilmy, Nafkah Hak Anak Pegawai Negeri Sipil (Analisi Putusan Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh No.75/pdt.G/2011/MS-BNA), (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, UIN Ar-Raniry,Banda Aceh, 2016. 
 
13Isnatun, Penyelesaian Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Istri Yang 
Diserahkan Pada Atasan Atau Instansi Terkait Pasca Perceraian, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas 
Syari’ah, IAIN Wali Songo, Semarang, 2010. 
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lebih kepada upaya hukum yang harus dilakukan atau yang harus ditempuh istri  
apabila suami (ayah) sebagai Aparatur Sipil Negarat tidak berkenan untuk 
melaksanakan putusan Pengadilan untuk menafkahi anaknya, yang sejauh ini belum 
ada pembahasan yang mendalam mengenai upaya hukum tersebut.  
 
1.6. Metode Penelitian  
1.6.1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian 
Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan 
dan peristiwa sebagai mana adanya. Sehingga bersifat faktual dengan cara 
memaparkan atau menggambarkan semua masalah yang berkaitan dengan kewajiban 
Nafkah anak Aparatur Sipil Negara. Penelitian kualitatif  juga merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang diamati.14 
1.6.2. Pendekatan Penelitian  
Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan 
untuk memecahkan  masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data 
14Lexsy. J. Moleong, Metode Penelitin Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), 
hlm.3. 
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primer di lapangan 15  Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu 
memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer 
yang diperoleh di lapangan untuk  menganalisis permasalahan terkait penelitian 
skripsi ini. Penggunaan data dari yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dari hasil 
pengumpulan data serta informasi melalui studi lapangan di Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh terkait permasalahan dalam penelitian skripsi ini. 
1.6.3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa 
penelitian lapangan (field reseacrh) dan didukung oleh penelitian kepustakaan 
(library research).Field reseacrh(penelitian lapangan) merupakan suatu cara untuk 
memperoleh data dengan cara terjun ke lapangan. Sedangkan library 
research(penelitian kepustakaan) yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan 
pustaka dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai 
penunjang pembahasan dalam penelitian ini.  
1.6.4. Tehnik Pengumpulan Data 
Data merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab suatu 
permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan 
penelitian tersebut dapat dipecahkan.Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan bahan hukum yang  terdiri dari data yang bersifat  primer dan 
data yang bersifat  sekunder.   
15Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52. 
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a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 
yang kemudian diolah oleh peneliti.16 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 
secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, 
antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang dilakukan oleh psikoanalis dan 
dokter atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan 
dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini, maka penulis mewawancarai narasumber (hakim) Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh terkait  dengan objek permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini.  
Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dan secara spontan sesuai dengan 
permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 
bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.17 
Dokumentasi yaitu tehnik penumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mencari data dalam bentuk tulisan , menelaah literature-literatur kepustakaan dan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang nantinya akan dijadikan data skunder 
dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari: 
16Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.  
17Burhan Ashhofa,  Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 95. 
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.18 Adapun 
bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini 
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
kemudian Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Aparatur Sipil 
Negara, dan Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang 
sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 
hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.19 Untuk menyelesaikan 
permasalahan dalam penelitian ini,  maka penulis menggunakan bahan-
bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 
yang terkait dengan objek penelitian ini. 
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer 
atau bahan hukum sekunder seperti dari kamus, ensiklopedia, dan lain-
lain.  
Sementara untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada Buku Panduan 
Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda 
Aceh Tahun 2014. 
1.6.5. Tehnik Analisi Data 
18Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13. 
19Ibid,  
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Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data sekunder 
maupun data primer, selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang 
komprehensif kemudian dideskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan 
gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan.  Analisis akan dilakukan baik terhadap bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan  
 Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta 
mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika 
pembahasannya sebagai berikut: 
 Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode 
penelitian,  dan sistematika pembahasan.  
 Bab dua merupakan tinjauan umum meliputi pengertian, dasar hukum, Syarat-
Syarat wajib nafkah, kewajiban orangtua terhadap nafkah anak dan akibat perceraian 
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).  
 Bab tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang 
meliputi gambaran umum lokasi penelitian, uraian tentang laporan hasil penelitian  
untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
dalam menentukan  nafkah anak Aparatur Sipil Negara, upaya hukum yang dapat 
dilakukan istri agar nafkah anak bisa terpenuhi, tinjauan hukum Islam mengenai 
15 
 
penetapan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang nafkah anak Aparatur 
Sipil Negara. 
 Bab empat merupakan bagian terakhir dari skripsi ini, yaitu bagian penutup 
dari penelitian melitputi kesimpulan dari penelitian, serta saran-saran yang berisi 
keritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait. 
 
16 
 
 
BAB DUA  
LANDASAN TEORITIS TENTANG NAFKAH ANAK, 
KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP NAFKAH ANAK, DAN 
AKIBAT PERCERAIAN BAGI ASN 
 
 
 
2.1. Nafkah Anak  
 Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan 
dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.Banyaknya nafkah yang 
diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung kepada 
keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu 
tempat.1Nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya, apabila 
anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak 
ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah 
kepada anaknya.  Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu 
terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah 
tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.  
 Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya 
sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat 
menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah 
sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila 
1Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.172 
16 
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suaminya meninggal dan tidak dapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, 
ayahnya berkewajiban lagi member nafkah kepadanya.2 
 Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-
benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi 
nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur.Apabila ibu anak-anak berkemampuan, 
dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi 
kewajiban mereka itu tetap dapat diperhitungkan sebgai utang ayah yang dapat 
ditagih pada saat ayah sudah mampu.Misalnya, sewaktu ketika anak sakit dan harus 
dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus 
menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah 
untuk mengganti biaya anak yang pernah sakit itu.Contoh ini agak janggal seorang 
ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan 
anak. Namun mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-
anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka 
rasa janggal itu akan hilang.3 
 Apabila tiba-tiba ibupun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada 
kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang 
diberikan kepada cucunya itu kepada ayah.Apabilah ayah tidak ada lagi, nafkah anak 
itu dibebankan kepada kakek yang berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam 
kondisi ayah telah tiada.Demikianlah menurut jumhur fuqaha.Menurut pendapat 
2Muhammad Abdul Tihami, Fiqih Munakahat.., hlm.170. 
 
3Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Mnunakahat, ( Bandung: Pustaka Setia 1999), hlm.111. 
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imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur’an 
dengan tegas menyebutkan bahwah sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi 
nafkah kepada anak-anaknya.Dengan demikian, kakek menurut imam Malik, tidak 
dibebani wajib nafkah untuk cucu cucunya.4 
 
2.2. Dasar Hukum Nafkah anak  
 Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap 
orangtua,anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta 
kebanggaan keluarga.Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan 
diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.5Dengan demikian 
orangtua harus menjaga anaknya dengan baik, dan menafkahinya. Sesuai dengan 
firman Allah sebagai berikut : 
2.2.1. Menurut Islam 
 Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang 
menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya.6 
Kewajiban ayah(suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di 
antaranya:  
 
4Muhammad Abdul Tihami, Fiqih Munakahat..,hlm.171. 
 
5Agustin Hanafi dkk, Hukum Keluarga, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 
2014), hlm.97. 
 
6Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga..,hlm.173. 
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Q.S. Ath-Thalaaq : 6 
                    
                       
                  
Artinya  Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah 
kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 
1. Q.S At-Thalaq: 7  
 
                    
             
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari 
hartayang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
 
 
 
2. Hadis Nabi 
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  َقَفن أ َذ ِا :لاق ملس و هيلع الله ا ىلص بينل ا نع :تلقف ى ر اصن لأ ا د وعسم بيا نع
(يراخبلا هاور).ةق دص هل تناك اهبستيح وه و هله أ ىلع ةقفن ملسلم 7ا  
Artinya :”Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena  
Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah”(H.R.Bukhari) 
انث دحنع ةو رع ني برخ أ باهش بي ا نع سنوي انبرخ أ اللهادبع انبرخ أ لت اقم نبا  
 ,الله لوس ر اي :تلاقف ةبتع تنب دنه تءاج :تلاق اهنع الله ا يضر ةشئ اع إ نايفس ابأ ن  
 .لا :لاق ؟ انل ايع هل يذلا نم معطأ نأ جرح يلع لهف,كيسم لجرإفو رعلم اب لا  
(يراخبلا هاور) 8.  
Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu syihab telah 
mengabarkan kepadaku Urwah bahwa ‘Aisyah r.a  berkata; Hindun Binti Utbah 
datang seraya berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Shufyan adalah 
seorang lalki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga 
kami dari harta benda miliknya? Beliau menjawab: “Tidak. Keculi kamu 
mengambilnya secara wajar”. (HR. Bukhari) 
 
 
2.2.2. Menurut Undang-Undang  
 Pemeliharaan dan pendidikan anak bukan semata-mata menjadi kewajiban 
ayah saja atau ibu saja, melainkan tanggung jawab bersama antara ayah dengan ibu 
yang telah melahirkan anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak harus dilakukan 
7Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid 9, (Lebanon, Beirut, 1997). hlm. 260 
 
8Ibid. hlm. 259 
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dengan sebaik-baiknya, sehingga anak akan terpelihara baik jasmani atau rohaninya. 
Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung sejak anak dilahirkan 
sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang 
tuanya putus, namun kewajiban untuk memelihara anak tidak putus.9 
Oleh karena kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah termasuk dalam 
hal memelihara dan mendidik anaknya meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, 
makakewajiban orang tua pasca perceraian, KHI menggunakan istilah yang dikenal 
dengan namanya pemeliharaan anak yang disebutkan dalam Pasal 98 sampai dengan 
Pasal 106. Akan tetapi pasal yang mengatur tentang kewajiban pemeliharaan anak 
jika adanya perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Pasal 
105 KHI disebutkan bahwa: 
1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya. 
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
Berdasarkan Pasal 105 KHI tersebut, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk 
memelihara anaknya meskipun mereka telah berpisah, dimana anak yang belum 
9Iman Jauhari, Kapita Selekta Hukum Perdata, (Banda Aceh: Program Magister Ilmu Hukum 
Universitas Syiah Kuala, 2012), hlm. 192. 
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mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung 
jawab dan kewajiban ayahnya. Begitu juga bagi anak yang belum mumayyiz atau 
belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan 
apabila anak tersebut sudah mumayyiz ia dapat memilih antara ayah atau ibunya 
untuk bertindak sebagai pemeliharanya. 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam bab X Pasal 45 sampai 
dengan pasal 49 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagai 
berikut: 
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawinatau dapat berdiri 
sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua 
orang tua putus. 
b. Orang tua mewakili anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai segala 
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 
c. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya. 
d. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban 
untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya. 
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Di samping itu, akibat putusnya perkawinan tidak menghapuskan kewajiban 
orang tua terhadap anak sebagaimanaditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: 
a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 
berdasarkan kepentingan anak. 
b. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung 
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 
anak itu, pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana 
bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.   
Dari ketentuan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwamemelihara 
dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak, berlaku sampai 
anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun akhirnya bapak ibu 
bersangkutan mengalami perceraian.10Undang-undang tidak menegaskan tentang 
siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat 
dikembalikan kepada ketentuan undang-undang Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan 
bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, dilanjutkan 
dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi 
isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 
10A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 
hlm.184.  
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dengan kemampuannya. Dengan demikian, undang-undang menentukan juga bahwa 
yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapak.Dari sini dapat 
dilihat adanya persesuaian antara ketentuan undang-undang dengan ketentuan hukum 
Islam dalam hal nafkah anak. 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi bahwa “Orang tua adalah yang 
pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 
rohani,jasmani, maupun sosial”.  Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak 
mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga 
anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang  yang cerdas, sehat, berbakti 
kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan 
Pancasila.11 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur 
tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga seperti yang 
disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : 
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 
11Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
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b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 
anak. 
Apabila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik dalam 
merawat dan mengembangkan harta anaknya, orang tua yang demikian dapat dicabut 
atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan 
tersebut.12 Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : 
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua 
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang 
telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan 
dalamhal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya 
b. Ia berkelakuan buruk sekali 
(2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, merekamasih tetap berkewajiban 
untuk memberibiaya pemeliharaan kepad anak tersebut. 
Apabila perceraian dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara , orang tua terikat 
dalam pelaksanaan tanggungjawab terhadap anaknya. Hal ini diatur dalam Peraturan 
12Zainuddin Ali, HukumPerdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm. 68. 
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 
Aparatur Sipil Negara Pasal 8 yang berbunyi: 
(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Aparatur Sipil Negarapria maka ia 
wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan 
anak-anaknya. 
(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk 
Aparatur Sipil Negarapria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas 
isterinya, dansepertiga untuk anak-anaknya 
(3) Apabila dariperkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib 
diserahkan oleheh Aparatur Sipil Negarapria kepada bekas isterinya ialah 
setengah dari gajinya. 
(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas 
bagian penghasilan dari bekas suaminya. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri 
meminta cerai karena dimadu. 
(6) Apabila bekas isteri Aparatur Sipil Negarayang bersangkutan kawin lagi, 
maka haknya atas gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia 
kawin lagi. 
Aturan  di atas diberlakukan kepada Aparatur Sipil Negara , muatan 
ketentuannya dapat juga diberlakukan kepada suami isteri yang bercerai apabila 
mereka mempunyai anak, karena masadepan anak adalah tanggung jawab dari kedua 
orang tuanya. 
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2.3. Syarat-Syarat Wajib Nafkah  
 Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-
mewariskan antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.  
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang 
bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain kerabat tersebut 
tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan 
adanya syarat ini, anak kecul yang mempunyai harta sendiri dicukupkan 
keperluan harta sendiri, baru diwajibjkan terhap ayahnya apabila ayah tidak 
mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lain. 
3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. 
Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan 
memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali 
nafkah anak untuk orangtua. Kewajiban nafkah bagi orangtua tidak 
memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang 
tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun 
orangtuanya mampu bekerja hasil tidak membutuhkan kebutuhan.  
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban 
nafkah untuk anak atau orangtua wajib nafkah unuk anak atau orangtua hanya 
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disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak perlu harus punya harta 
banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk 
memenuhi kewajiban nafkah anak. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah 
kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat 
diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan. Demikian 
pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orangtuannya; 
anak yang mempu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk 
orangtua. Apabila kewajiban ini dapat dipenuhi kerabat lain, dapat 
diperhitungkan sebagai utang yang ditagih kepada anak pada siap 
berkecukupan .13 
5. Suatu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orangtua. Petunjuk Al-Qur’an 
bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan 
adanya syarat satu Agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban 
memberi nafkah dan orangtua kepada anak. 14 
 
2.4. Kewajiban Orangtua Terhadap Nafkah Anak 
 Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri 
dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa 
ayah(suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan 
anak-anak dengan cara ma’ruf; seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut 
13Muhammad Abdul Tihami, fiqih Munakahat..,hlm.168. 
 
14Ibid..,hlm 169. 
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kadar kemampuannya. Ayat Al-Quran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga 
yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarganya yang 
mampu.Kewajiban memberi nafkah menunjukkan ketentuan adanya kewajiban 
nafkah atas seseorang karena mempunyai hubungan waris mewarisi dengan orang 
yang diberi nafkah.Dalam ketentuan ini orangtua (Ayah) berkewajiban mencukupkan 
nafkah hidup anak-anaknya apabila mereka memerlukan.15 
Kewajiban ayah ini memerlukan Syarat-syarat, syarat yang pertama anak-anak 
membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja.Anak dipandang tidak mampu 
bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan 
pekerjaan.Kedua ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu memberi 
nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan.Atas dasarnya syarat-syarat 
tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum 
baligh dan tidak ada halangan apun untuk bekerja, maka gugurlah nafkah ayah untuk 
memberi nafkah kepada anaknya. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu 
bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak 
mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak 
menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan untuk 
mencukupkan nafkah-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat 
ditagih untuk mengembalikannya. Apabila tiba-tiba ibupun termasuk fakir juga, maka 
nafkah anak dimintakan kepada kakek.pada saatnya kakek berhak meminta ganti 
15A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..,hlm.178 
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nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila tidak ada ayah lagi, 
maka nafkah anak dibebankan kepada kakek. 
 
2.5. Akibat Peceraian bagi Apararut Sipil Negara 
 Kata “Cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia  berarti; Pisah, putus 
hubungan sebagai suami istri . kemudian kata “perceraian” mengandung arti; 
perpisahan, perihal bercerai (antar suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” 
berarti; tidak berampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.16 
 Jadi secara yurisdis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang 
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti bersuami istri 
sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian 
jika didalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian 
menunjukkan adanya:  
1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus 
hubungan perkawinan diantara mereka.  
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian 
suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan 
langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.  
16Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka,1970. hlm.185. 
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3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 
putusnya hubungan perkawinan antar suami istri.17 
Pernyataan putusnya perkawinan ini juga diatur juga oleh Negara melalui 
Undang-Undang Perkawinan, tepatnya didalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan 
pelaksanaan dari UU Perkawinan. Kemudia juga diatur didalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). 
Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat 
terjadi melalui apa yang disebut khiyar ‘aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut 
khulu’ dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa’ (pengaduan). Berakhirnya 
pernikahan diluar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab 
kehendak hakam, dapat terjadi atas kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh 
sebab matinya suami atau istri.18 
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan 
dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan. 
Undang-Undang ini tidak memberi definisi tentang arti Perceraian. KHI juga 
tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walupun 
pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih 
rinci, KHI memuat masalah putusannya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI 
menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian, dan; c. Atas 
putusan pengadilan. Dalam pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami 
17 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.16. 
18 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di 
Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.73. 
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dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan, dengan cara sebaimanan dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. 
Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan 
bahwa perkawinan adlah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, 
dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut. 
1. Apabila terjadi sikap membanggakan/melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah 
satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah 
diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. 
Apabila nusyur terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara 
yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah 
tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah 
pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan 
sampai mengakibatkan luka. 
2. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat syiqaq (perselisihan 
yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan 
mengangkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan 
mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat 
dipulihkan kembali. 
3. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, 
harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. 
Disinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga 
kali. 
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4. Meskipun talak benar-benar terjadi,  pemeliharaan hubungan dan sikap baik 
antara bekas suami dan bekas istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat 
tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan 
pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.19 
Dalam konteksnya dengan perceraian PNS bahwa apabila perceraian terjadi 
atas kehendak Aparatur Sipil Negarapria, maka ia wajib menyerahkan sebagian 
gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji ersebut 
sepertiga untuk Aparatur Sipil Negarapria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas 
istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan 
tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Aparatur Sipil 
Negarapria kepada bekas istrinya ialah setengah gajinya. Apabila pereraian atas 
kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 
Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena 
dimadu. Apabila bekas istri Aparatur Sipil Negarayang bersangkutan kawin lagi, 
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminyapun menjadi hapus tehitung mulai 
ia kawin lagi.20 
 
 
19 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UUI Pers, 1999), hlm.72. 
20 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian bagi Aparatur Sipil Negarayang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomer 45 
Tahun 1990. 
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3.1. Gambaran Umum Tentang lokasi Penelitian  
 Mahkamah Syariyah adalah salah satu Peradilan Khusus yang berdasarkan 
Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. 
Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Mahkamah 
Syar’iyah tingkat kota dan kabupaten. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah 
Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan 
Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah syariat Islam yang ditetapkan 
didalam Qanun.  Mahkamah Syar’iyah kabupaten atau kota dan Mahkamah Syar’iyah 
Provinsi yang di Aceh sekarang, merupakan lembaga peradilan yang menganut 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dibentuk “untuk menjalankan Peradilan Syariat 
Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan 
Nasional”. Selanjutnya Undang-Undang ini meyatakan bahwa kewenangan lembaga 
baru ini “didasarkan atas Syari’at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan 
diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Undang-Undang ini juga 
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memberi pembatasan yang tegas bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku bagi 
pemeluk Agama Islam.1 
 Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga kekuasaan 
kehakiman yang berkedudukan di wilayah yuridiski Banda Aceh yang berwenang 
mengadili Perkara-perkaa yang diajukan kepada selain yang terdapat 49 Undang-
Undaang No.7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006 juga berwenang mengadili perkara syari’at Islam berdasarkan Qanun yang ada 
di Aceh. Kewenangan Absolut Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diatur dalam Pasal 
49 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam.2 Pasal 49 Qanun No. 
10 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diberi 
kewenangan baru untuk menerima,memeriksa dan memutuskan perkara-perkara 
jinayat. Pemberlakuan jinayat merupakan suatu yang baru bagi sejarah peradilan 
Agma di Indonesia. Pasal 49 Qanun No.10 Tahun 2002 mengatakan bahwa 
Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan 
menyelesaikan perkara-perkara pada tingkatan pertama dan banding. Wewenang 
sebagaimana termuat dalam Pasal 49 didasarkan pada Pasal 25 UU No. 18 Tahun 
2001 yang menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iyah didasarkan atas 
1Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggaroe Aceh Darussalam Paradigma 
Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam di NAD, 2005), hlm. 318. 
 
2 Achmad Gunaryo, Permulaan Politik dan Hukum Islam, (Yogyakarta:Perpustakaan Pelajar, 
2006), hlm. 317. 
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Syari’at Islam dan sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.3 
 Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD, terdapat dua pandangan tentang pembentukan 
Mahkamah Syar’iyah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 18 tahun 
2001. Pertama, Mahkamah Syar’iyah merupakan badan peradilan sendiri diluar 
Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.Kedua Mahkamah Syar’iyah 
merupakan pengembangan dari Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agamayang 
mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.4 
Akhirnya melalui proses panjang, Mahkamah Syar’iyah diresmikan pada tanggal 1 
Muharram 1424 H, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Dasar hukum 
peresmiannya adalah Kepres No. 1 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa dari 
Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Isi Kepres tersebut adalah 
perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan 
Tinggi Agam menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi dengan penambahan 
kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.5 
 Penandatangan persetujuan damai antara Pemerintah RI dengan GAM di 
“tentang pemerintahan Aceh.Keberadaan UU tersebut sangat mempengaruhi dan 
3Ibid.., hlm.366 . 
 
4Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara 
Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm. 208. 
 
5Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh (Lintas Sejarah dan 
Eksistensinya), (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54. 
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memperkuat kedudukan Mahkamah Syar’iyah dengan memberikan tempat khusus 
sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan 
legislatif.6 
 Wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 
90 gampong. Adapun kecamatan yang termasuk kedalam wiayah hukum Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:  
1. Kecamatan Baiturrahman. 
2. Kecamatan Syahkuala. 
3. Kecamatan Kuta Alam. 
4. Kecamatan Meuraksa. 
5. Kecamatan Jaya Baru. 
6. Kecamatan Ulee Kareng. 
7. Kecamatan Lueng Bata. 
8. Kecamatan Banda Jaya. 
9. Kecamatan Kuta Raja. 
Mahkamah syariah juga memiliki kewenangan-kewenangan absolut 
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan 
pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya.Oleh karena itu, 
sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah lebih luas 
dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Dalam UU No. 3 
6Sofyan M. Saleh, Profil Mahkamah  Syar’iyah Aceh,(Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah 
Aceh, 2007), hlm.6. 
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Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas 
dan wewenang Pengadilan Agama adalah Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
:Perkawinan,  waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan  ekonomi Syariah, dan 
dalam Qanun Prov. NAD No. 10 Tahun 2002, yaitu dibidang :Al-Ahwal al-
Sakhshiyah. Mu’amalat, Jinayat. Adapun sekarang yang menjadi Ketua Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh ialah Drs. Misran, SH.,MH dan wakil Drs. Masharuddin, MH. 
Sedangkan yang menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Syar’iyah ialah Drs. H.M. 
Yanto dan Panitra Drs. A. Murad, MH 
 
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Dalam 
Menentukan  Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara.  
Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh dalam menentukan Hak nafkah anak Aparatur Sipil Negara, 
penelitian dilakukan terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
mengenai hak nafkah anak Aparatur Sipil Negara yang selanjutkan disajikan didalam 
penelitian ini, Yang mana didalam penelitian ini diambil beberapa putusan yang 
dijadikan sebagai sampel. 
 Untuk lebih jelasnya mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah 
Syar’iyah dalam menentukan hak nafkah anak Aparatur Sipil Negara, berikut 
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beberapa putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang dijadikan sebagai 
sampel:  
1. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register No. 
0155/Pdt.G/2014/MS.BNA 
 Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara cerai 
Gugat yang diajukan Istri sebagai Penggugat (PNS) terhadap Suami sebagai Tergugat  
(PNS). Dan berikut pertimbangan Hakim dalam menentukan hak nafkah anak. 
PERTIMBANGAN HUKUM 
 Menimbang dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka pengadilan 
menjatuhkan talak tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah 
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 
(2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 
satu ba’in sughra; 
 Menimbang,  bahwa tuntutan penggugat dalam pttitum poin 3 (tentang 
penetapan anak), Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang jelas untuk 
dipertimbangkan, karena kedua anak tersebut tidak pernah diingkari dan 
dipermasalahkan oleh kedua belah pihak di persidangan, bahkan yang timbul di 
persidangan adalah Penggugat dan Tergugat saling merebut hak asuh anak tersebut 
dengan dalih/alasannya masing-masing. 
 Menimbang bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum poin 4 tentang hak asuh 
anak berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung dapat dipertimbangkan, 
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karena sekarang umur anak tersebut belum Mumayyiz / belum berumur 12 tahun, hal 
ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 
105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka atas dasar itu 
permintaan hak asuh kedua anak tersebut dibawah asuhan Tergugat selaku ayahnya 
tidak dapat dipertimbangkan karena menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, sebab 
sejak kedua anak itu lahir sampai sekarang, selama persidangan berlangsung, tidak 
ada fakta yang menunjukkan anak tersebut dalam keadaan terlantar dan tidak sehat 
dalam asuhan ibunya (Penggugat), sungguhpun keterangan 2 orang saksi Tergugat 
yang menyatakan Penggugat ada keluar rumah dan pulangnya malam hari, tidaklah 
membuktikan secara kuat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat 
menggugurkan haknya sebagai pemelihara (tidak menggugurkan hak hadhanah), 
dengan demikian gugatan hak asuh anak oleh Penggugat dapat dikabulkan sampai 
kedua orang anak mumayyiz, namun demikian kepada Tergugat tetap diperbolehkan 
untuk menjenguk dan mencuahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut.  
 Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum poin 5 
gugatannya untuk menghukum Tergugat memberikan biaya hidup dan pendidikan 
kedua anaknya sebesar RP 5000.000,- per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/ 
mandiri. Namun Tergugat dalam posita poin 11 jawabannya menyatakan menolak 
biaya hidup dan pendidikan jika hak asuh (kedua anaknya) diberikan kepada 
penggugat. Dalam hal ini menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa biaya 
pemeliharaan kedua anak tersebut ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), Pasal 105 
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian mengenai tanggungan 
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biaya ditegaskan lagi dalam Pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam, bahwah 
semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 Tahun ). Dengan demikian tuntutan penggugat untuk 
memberikan biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya sebesar RP. 5000.000,- per 
bulan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa semua biaya hidup dan 
pendidikan kedua anaknya itu ditetapkan menjadi tanggungan ayah menurut 
kemampuannya, maka dengan pertimbangan keputusan dan kelayakan kebutuhan 
anak kepada Tergugat  patut dibebankan untuk memberi nafkah kedua anaktersebut 
RP. 2000.000 ,- mengingat tergugat selaku PNS yang berpenghasilan, namun 
demikian jika tidak mencukupi maka kekurangan dibebankan kepada Penggugat 
selaku ibunya (Pasal 45 UUP No. 1/1974) , bahwa anak menjadi tanggung jawab 
kedua orangtuanya sampai kedua anaknya itu dewasa menurut hukum . 
MENGADILI  
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; 
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat. 
3. Menetapkan anak umur 6 tahun dibawah hadhanah Penggugat sampai 
mumayyiz. 
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak 
melalui Pengguat setiap bulan, untuk saat ini Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) 
perbulan, untuk masa akan dating disesuaikan menurut kebutuhan anak.  
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5. Memerintahkan Panitra Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk 
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap hanya 
kepada Pegawai Pencacatan Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat 
perceraian tersebut dalam daftsar yang disediakan untuk itu.  
6. Menambah Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga 
ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).  
 
2. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register No. 
0138/Pdt.G/2015/MS.BNA 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara cerai 
Gugat yang diajukan Istri sebagai Penggugat (PNS) terhadap Suami sebagai Tergugat  
(PNS). Dan berikut pertimbangan Hakim dalam menentukan hak nafkah anak 
PERTIMBANGAN HUKUM  
 Menimbang, bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak 
hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik, yakni 
pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau 
ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu 
sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau 
ibunya; 
 Menimbang, bahwa penguasaan, pemeliharaan dari pendidikan anak yang 
bersifat menyeluruh menurut hukum (legas custady), tidak dapat diperselisihkan 
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karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, 
semata-mata demi kepentingan anak, meskipun kedua orangtua itu putus; 
  Menimbang, bahwa secara kasusiatis, apabila kepentingan anak terbaik bagi 
anak mengkehendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lai dengan 
menyimpang dari ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut semata-mata 
berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik dari pertumbuhan jasmani , 
rohani, kecerdasan intelektual, dan spiritual), dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 aat (2) Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 
110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Nomer 526 K/AG/2010 tanggal 17 
Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak 
adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk 
ditetapkan sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak tersebut 
 Menimbang, bahwa ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau 
hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan 
anak sehingga dapat diketahui orangtua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu 
menjamin kepentingan anak atau setidak-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi 
kepentingan anak; 
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 Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan 
pengasuhan penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomer 39 
tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan hak ank untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 
dengan Tergugat sebagai ayah kandung yang tetap melekat, karena majelis hakim 
tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau 
membawa jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikan 
pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 
ayat (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah 5 (lima) orang anak yang 
dituntut oleh penggugat minimal sejumah RP. 6000.000,- (enam juta rupiah) setiap 
bulan dan ditransfer ke rekening penggugat serta untuk masa yang akan dating 
disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut 
dipandang agak besar dan memberatkan Tergugat bila dihubungkan antara 
penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas 
sebagai seorang Dosen, maka majelis hakim menetapkan kewajiban Tergugat yang 
layak, mendekati keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk nafkah  
yang akan datang terhadap 5(lima) orang anak minimal sejumlah RP. 3000.000,- (tiga 
juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat 
telah berada dalam asuhan asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu 
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kandungnya, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah yang 
akan dating tersebut melalui Penggugat.  
MENGADILI  
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; 
2. Menjatuhkan talak satu ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat. 
3. Menetapkan anak dibahwah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai 
ibu kandung. 
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang akan dating terhadap 
anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada dictum point 3 
minimal sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya 
pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini 
berkekuatan hukum tertap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.  
5. Memerintahkan panitra Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk 
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap hanya 
kepada Pegawai Pencacatan Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat 
perceraian tersebut dalam daftsar yang disediakan untuk itu.  
6. Menambah Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 466.000,- 
(empat ratus enam puluh enam ribu ruiah)  
 
3. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register No. 
0158/Pdt.G/2015/MS.BNA 
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Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara cerai 
Gugat yang diajukan Istri sebagai Penggugat (PNS) terhadap Suami sebagai 
Tergugat. Dan berikut pertimbangan Hakim dalam menentukan hak nafkah anak. 
PERTIMBANGAN HUKUM  
Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan perceraian juga menuntut 
agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat, 
terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengemukakan alasan-
alasannya sementara Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada dua orang anak 
Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama dan anak kedua, mengingat kedua anak-
anak tersebut telah mencapai Mumayyiz dan telah bisa menentukan pilihan akan ikut 
dengan siapa, apakah ikut dengan ibunya Penggugat atau ayahnya Tergugat dan 
Tergugat tidak keberatan jika kedua anak tersebut lebih memilih ikut ibunya sebagai 
Penggugat.  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan kedua anak 
Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan bahwa mereka lebih 
memilih ikut dengan ibunya in casu Penggugat dengan demikian Majelis Hakim 
berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal ini dan selanjutnya 
akan menetapkan Penggugat sebagai yang berhak memelihara kedua orang anak 
Penggugat dan Tergugat. 
Menimbang,  bahwa berkaitan dengan tuntutan Tergugat tentang hak asuh 3 
(tiga) orang anak, Majelis Hakim berpendapat sebagai anak kandung Penggugat dan 
Tergugat, maka dengan sendirinya segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut 
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menjadi tanggung jawab jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan 
terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum Mumayyiz, maka Majelis Hakim 
sependapat untuk menentukan hukum dasar hak pemeliharaan anak yang belum 
Mumayyiz menjadi hak ibunya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) 
Kompilasi hukum Islam. Majelis Hakim menilai bahwa ibu berkewajiban untuk 
mengasuh, mendidik anak yang masih kecil, dan menurut kebiasaan seorang ibu 
(wanita) akan lebih sabar dan telaten dalam merawat dan mengasuh anak, apalagi 
anak tersebut masih kecil, sehingga kedekatan seorang anak yang masih kecil sangat 
sulit dipisahkan dari ibunya, sungguhpun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi 
tergugat untuk berkomunikasi dan memberi kasih sayang serta berhubungan dengan 
anak tersebut; 
Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut berada dalam 
pemeliharaan dan pengasuhan Pengguugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-
Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, nahwa mengenai dengan 
hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan 
berhubungan pribadi scara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap 
melekat dan demi kepentingan anak, maka Majelis Hakim tetap memberikan hak 
keada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawa berjalan-jalan serta 
bermusyawara dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh 
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak tersebut 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak; 
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Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dan keberatan dari 
Tergugat tentang tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang 
hak hadhanah terhadap ketiga orang anak sebagaimana dimaksud diatas, maka 
Majelis Hakim telah menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah 
asuhan Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) kewajiban ayah in casu 
Tergugat untuk memenuhi  nafakah ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri.  
Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menanggung nafkah 
ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) 
perorang setiap bulannya sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri dan 
Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap tuntutan Penggugat tersebut.   
Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, 
semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun), oleh karena tuntutan nafkah ketiga orang anak 
Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat dapat dikabulkan dan 
selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah ketiga orang 
anak tersebut diatas yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai kelayakan 
dan kewajaran yaitu sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan.  
MENGADILI 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; 
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra terhadap Tergugat.  
49 
 
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak 
Tergugat dan Peggugat.  
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat 
sejumlah Rp 3000.000,- ( tiga juta rupiah) setiap bulan.  
5. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk 
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap hanya 
kepada Pegawai Pencacatan Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat 
perceraian tersebut dalam daftsar yang disediakan untuk itu. 
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. 
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 
Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) 
Berdasarkan sampelpenelitian mengenai putusan Mahakamah Syar’iya Banda 
Aceh yang berkaitan dengan nafkah anak Aparatur Sipil Negara, dapat dianalisis 
secara singkat diantaranya :  
1. Putusan No.0155/Pdt.G/2014/MS.BNA. Dari pertimbangan-pertimbangan 
Majelis Hakim, dapat kita ketahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
putusan ini ialah dengan melihat atau mempertimbangkan  kepatutan dan 
kelayakan kebutuhan si anak, dan ekonomi Tergugat sebagai ayah. Bukan 
hanya itu, Mahkamah Syar’iyah menentukan nafkah anak dengan merujuk 
kepada peraturan yang menjelaskan mengenai wajibnya seorang ayah untuk 
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menafkahi anaknya. Undang-Undang ini diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 105 dan Pasal 106.  
2.  Putusan No.0138/Pdt.G/2015/MS.BNA. Dari pertimbangan-pertimbangan 
Majelis Hakim diatas, dapat kita ketahui yang menjadi  pertimbangan hakim 
dalam putusan yaitu dengan melihat kemampuan ekonomi ayah sebagai 
Tergugat untuk menafkahi anaknya, dan juga yang menjadi dasar 
pertimbangan  Hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 105, 
yang selaras dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 110/K/AG/2007 tanggal 13 
November 2007 dan Nomer 526 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 
mengenai kewajiban orangtua (ayah) untuk menjamin kelangsungan hidup si 
anak dengan memberikannya nafkah.  
3. Putusan No.0158/Pdt.G/2015/MS.BNA Dari pertimbangan-pertimbangan 
Majelis Hakim diatas, dapat kita ketahui yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam putusan yaitu dengan melihat kemampuan ekonomi ayah 
sebagai Tergugat untuk menafkahi anaknya, kemudian dasar pertimbangan  
Hakim dalam menentukan nafkah anak PNS merujuk kepada Pasal 59 ayat (2) 
Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan hak anak, dan Kompilasi Hukum Isam.  
Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, dapat kita simpulkan cara hakim 
mempertimbangkan nafkah anak ialah dengan melihat kebutuhan sehari-hari si anak 
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dan melihat ekonomi orangtua (ayah). Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan 
Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh jika dilihat dari tiga sampel putusan 
tentang nafkah anak PNS, hakim menggunakan KHI dan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan pemeliharaan dan nafkah anak dalam menentukan nafkah.  
3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Istri Agar Nafkah Anak Bisa 
Terpenuhi. 
Ada beberpa faktor yang mengakibatkan nafkah anak tidak terlaksanakan 
setelah adanya putusan dari pengadilan, diantaranya:  
1. Faktor Orangtua Menikah Lagi : Setelah perceraian, pihak laki-laki (Ayah) 
maupun pihak perempuan (Ibu) berhak dan boleh menikah lagi. Tidak ada 
larangan lagi untuk keduanya menikah karena sudah tidak ada ikatan 
apapun diantara mereka berdua (Suami Istri yang telah bercerai) namun 
apabila hal seperti ini terjadi, yakni Suami (Ayah) telah menikah lagi 
setelah perceraian maka masalah anak-anak yang di hasilkan dalam 
pernikahan sebelumnya menjadi sangat penting seperti biaya nafkah anak 
yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan, maka akan berat bagi 
orangtua laki-laki (Ayah) ini untuk menjalankan putusan Pengadilan 
Mengenai biaya Nafkah anak yang telah diputuskan didalam persidangan. 
2. Faktor Hak Asuh Anak kepada Istri : Dalam hal ini ibu selaku orangtua 
yang memegang hak asuh anak yang belum mumayyiz tidak mengizinkan 
atau tidak memperbolehkan suami untuk bertemu dengan anak karena 
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pertentangan-pertentangan antara keduanya menyebabkan si ibu takut 
mempertemukan ayah dengang anaknya ini, kemudian karena 
pemeliharaan tidak jatuh kepada Suami dalam persidangan ditambah lagi 
istri (Ibu) tidak memperbolehkan suami menjumpai anaknya makadari itu 
suami enggan untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan Putusan 
Pengadilan. 
3. Faktor Tidak Percayanya Bekas Sumia Kepada Istri : Bekas suami yang 
menganggap bahwasanya nafkah anak yang diberikan bekas suami kepada 
bekas Istri nantinya bukan dipergunakan bekas istri (ibu) untuk keperluan 
si anak nantinya. Melainkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bagi 
Bekas Istri (Ibu), dengan demikian biaya nafkah anak yang telah ditetapkan 
dipengadilan enggan untuk dibayar oleh bekas suami. Sehingga putusan 
Pengadian mengenai nafkah anak tidak terlaksana. 
 Apabila suami tidak mau menjalankan putusan pengadilan atau suami enggan 
untuk melaksanakan putusan pengadilan, seperti keengganan suami untuk membayar 
nafkah anak yang mana istri telah menuntut dalam tuntutannya agar Majelis Hakim 
menetapkan nafkah anak yang harus dibayar suami setelah terjadi perceraian dan 
Hakim mengabulkan tuntutan istri tersebut mengenai nafkah anak. Jika telah di tuntut 
dalam tuntutan dan hakim telah mengabulkan tuntutan tersebut, tapi suami tidak mau 
menjalankanya, istri tidak perlu lagi mengajukan Gugatan nafkah anak karena sudah 
ditetapkan mengenai biaya nafkah anak didalam putusan. Tetapi apabila istri dalam 
pemeriksaan perkara tidak mengajukan dalam tuntutannya mengenai hak nafkah 
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anak, maka istri harus mengajukan Gugatan Nafkah anak ke pengadilan. Jadi apabila 
setelah diajukan tuntutan mengenai nafkah anak atau setelah perceraian istri 
mngajukan gugatan nafkah anak dan sudah di putuskan oleh Majelis Hakim 
mengenai hak nafkah anak, suami juga enggan untuk menjalankan Putusan tersebut, 
karena suami adalah Aparatur Sipil Negara, maka istri dapat melakukan upaya 
dengan cara membawa salinan putusan (produk Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) 
kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, agar nantinya bisa dilakukan 
pemotongan gaji oleh ketua melalui bendahara yaitu sejumlah uang yang telah 
ditetapkan didalam Putusan Pengadilan sesuai dengan disiplin Aparatur Sipil Negara 
karena dalam hal ini Pengadilan tidak dapat memerintah instansi tempat suami 
bekerja untuk memotong gaji dari suami, yang mana pemotongan tersebut 
berdasarkan Putusan Pengadilan yang dibawah dan ditunjukan istri ke ketua atau 
instansi tempat suami bekerja. Dengan demikian nafkah anak dapat terpenuhi7, 
namun tidak menutup kemungkinan kepala/bendahara tempat suami bekerja 
mengabaikan pemotongan nafkah anak tersebut sehingga nafkah anak tidak 
terpenuhi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan istri ialah dengan cara langsung 
mengajukan permohonan eksekusi8. 
Eksekusi ini sendiri ialah menjalankan putusan pengadilan yang sudah 
berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan 
7Wawancara Dengan Muthmainah, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 
15 Desember 2016. 
 
8Wawancara Dengan  Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 
25 November 2016, di Bnada Aceh. 
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pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar 
sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, 
atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, 
sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela 
sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.9 Apabila 
pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi utusan secara sukarela, maka 
pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan 
Agama yang memutus perkara.10 
 Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai 
kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan 
pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Disamping itu, putusan pengadilan yang mempunyai 
titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau mengandung amar condemnatoir, 
sedangkan putusan pengadilan yang bersifat deklatoir, dan constitutif tidak 
dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.11 
9 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 
Kencana 2006)Cet. Ke-4, hlm.312. 
 
10 Muchsin Bani Amin, Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, (Banda Aceh: 
Percetakan Hijrah ,2016), hlm. 76. 
 
11 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Agama..,hlm.312. 
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 Mengenai eksekusi ini diatur dalam Pasal 195-205, Pasal 225-226 HIR, Pasal 
1033 RV, pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Di dalam eksekusi 
dikenal beberapa asas diantaranya :  
1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan 
provisi, dan putusan berdasarkan groze akte (Pasal 180 HIR / Pasal 191 Rbg 
dan Pasal 224 HIR / Pasal 250 Rbg).12 
2. Putusan Hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum 
(Comdemnatoir)  
3. Putusan tidsk dijalankan secara sukarela  
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan yang 
dilaksanakan oleh Panitra dan Jurusita Pengadilan yang bersangkutan.13 
Penjelasan dari asas-asas eksekusi diatas : 
1. putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap ialah tidak adalagi 
upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk 
putusan tingkat banding, dan kasasi sifat dari putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang 
berperkara.  Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai 
kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya 
12Muchsin Bani Amin, Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.., hlm. 77. 
 
13Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya 
Jawab, (Mahkamah Agung RI: Puslitbang Diklat, 2004), hlm. 48. 
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melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara 
sukarela. Pengecualian terhadap asas ini adalah (1) pelaksanaan putusan 
uitvoerbaar bij voorrand sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg dari Pasal 180 
ayat (2) pelaksanaan putusan provisi sesuai sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) 
HIR, Pasal 191 ayat (1)  Rbg dan pasal 54 Rv, (3) pelaksanaan putusan 
perdamaian sesuai dengan Pasal130 ayat (2)  HIR dan Pasal 154 ayat (2) Rbg, 
(4) eksekusi berdasarkan Grose akta sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 
258 Rbg. 
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 
HIR dan pasal 207 Rbg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan 
putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela 
melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses 
eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan pengadilan secara paksa dilaksanakan 
dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) ayat (1) 
HIR,  
3. Putusan mengandung condemnatoir. Putusan yang bersifat condemnatoir 
biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat cintentius dengan proses 
pemeriksaan secara cintradidoir. Para pihak yang berperkara yang berperkara 
terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat yang bersifat partai. Adapun 
cirri putusan yang bersifat condemnatoir  mengandung salah satu amar 
putusan yang menyatakan :  
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• Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”  
• Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”  
• Menghukum atau memerintahkan untuk ” membagi” 
• Menghukum atau memerintahkan untuk “ melakukan sesuatu”  
• Menghukum atau memerintahkan untuk “ Menghentikan”  
• Menghukum atau memerintahkan untuk “Membayar”  
• Menghukum atau memerintahkan untuk “ Membongkar”  
• Menghukum atau memerintahkan untuk “ tidak melakukan sesuatu. 
4. Eksekusi dibawah dibawah pimpinan Ketua Pengadilan. Menurut Pasal 195 
ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) Rbg yang berwenang melakukan eksekusi 
adalah pengadilan yang memutus perkara yang di minta eksekusi tersebut 
sesuia dengan kompetensi relatif.Pengadilan tingkat banding tidak 
diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melakukan eksekusi, ketua 
pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan 
kepada Panitra / Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi tersebut dilaksanakan 
di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.14 
Didalam perakteknya Mahkamah Syar’iyah / Pengadilan Agama mengenal  
adanya  dua macam eksekusi, yaitu(1) adanya eksekusi rill atau nyata sebagaimana 
yang diatur didalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg, dan Pasal 1033 
Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan 
14 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama..,hlm. 
315. 
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melakukan seusatu. (2) adanya eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 Rbg yang dilakukan 
dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian 
harta bila pembagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (in natura) 
tidak dapat dilakukan seperti dalam perkara harta bersama dan warisan.15 
Jika dikaitkan mengenai penelitian ini, maka upaya hukum yang harus di 
tempuh istri apabila suami enggan untuk membayar nafkah anak adalah eksekusi 
pembayaran sejumlah uang, bukan eksekusi rill. Karena hal ini berkaitan dengan 
pembayaran nafkah anak setelah diputuskan di Pengadilan.  
Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti 
Tergugat (suami) dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat, atau 
dengan kata lain menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang 
(Pasal 196 HIR, Pasal 208 Rbg).16  Dengan jalan menjual lelang harta kekayaan 
Tergugat (suami). Objeknya adalah sejumlah uang yang dilunasi Tergugat kepada 
Penggugat. Eksekusi ini dapat dilaksanakan berulang-ulang kali sampai pembayaran 
sejumlah uang selesai pembayarannya. 17 
Didalam pelaksanaan eksekusi ini, mungkin istri (Penggugat) akan mendapati 
masalah yang mungkin terjadi saat Pengadilan ingin melakukan eksekusi. Yaitu harta 
15Abdul Manan, Penerapan  Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001) Cet. Ke-2, hlm. 215. 
 
16Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya 
Jawab..,hlm.48. 
 
17Abdul Manan, Penerapan  Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama..,320. 
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kekayaan yang tereksekusi tidak ada. Secara mutlak barang yang dieksekusi tidak 
ada, mungkin sudah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau telah musnah 
karena adanya bencana alam. Tidak ditemuinya harta yang akan dieksekusi bisa juga 
terjadi karena tidak jelas letak barang-barang yang akan dieksekusi itu.18 Apabila 
secara nyata barang-barang yang akan dieksekusi tidak dapat ditunjukan oleh 
Pemohon eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tidak dapat dijalankan.19 
 
3.4. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Hakim Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara. 
Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh qāḍi(hakim) di dalamnya 
dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang 
diamanatkan kepadanya dan senantiasa berusaha mengwujudkan kemaslahatan bagi 
kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan ini telah diisyarahkan dalam 
Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 
18Wawancara Dengan Zaini Usman, Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh, Pada Tanggal 
15 Desember 2016, di Banda Aceh. 
 
19Wawancara Dengan Misnah, Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh, Pada Tanggal 15 
Desember 2016, di Banda Aceh.  
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                   
               
  
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! jadilahlah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”20 
 
Hadist Nabi SAW yang berbunyi: 
 
 َكَْيِلإ ىَضاَقَـت اَذِإ ) ملسو هيلع اللها ىلص ِهَّلَلا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق هنع اللها يضر ٍّيِلَع ْنَعَو
 ٌّيِلَع َلَاق .يِضْقَـت َفْيَك ِيرْدَت َفْوَسَف , ِرَخْلآَا َمَلاَك َعَمْسَت َّتىَح , ِلَّوَْلأِل ِضْقَـت َلاَف , ِنَلاُجَر
 , ُِّنييِدَمَْلا ُنِْبا ُهاَّوَـقَو , ُهَنَّسَحَو ُّيِذِمْرِّـتَلاَو , َدُواَد ُوَبأَو , ُدَْحمَأ ُهاَوَر ( ُدْعَـب اًيِضَاق ُتِْلز اَمَف
 َناَّبِح ُنِْبا ُهَحَّحَصَو 
 
Artinya : Dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila ada dua orang 
meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk 
orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar 
engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu 
aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. 
20Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 108. 
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Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih 
oleh Ibnu Hibban.21 
 
 Maka berdasarkan kedua landasan diatas, hakim hendaknya selalu 
mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang diamanatkan kepadanya 
dengan tidak melupakan tujuannya, yaitu mengwujudkan kemaslahatan bagi kedua 
belah pihak yang berperkara. 
 Dalam kaedah fiqiyah disebutkan :  
 ناكملإاردقب عفديررضلا 
Artinya : Suatu bahaya (Kemuḍharatan)harus ditolak sesuai kemampuan.22 
Berkaitan dengan Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat 
diketahui bahwasanya Hakim menjatuhkan putusan tentang nafkah anak dengan cara 
melihat kemuḍharatan yang terjadi, apabila nafkah tersebut ditetapkan tidak sesuai 
dengan kebutuhan si anak, baik kebutuhan sehari-hari (jajan) si anak maupun 
kebutuhan lainnya, maka hal tersebut akan berdampak negatif kepada hidup si anak. 
Pada dasarnya Islam tidak mengkehendaki kemuḍharatan  pada umat karena 
muḍharat itu wajib dihilangkan sebagaimana kaidah fiqiyah  
ررضلا لاو رارض  
 
21Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Darul Kutub, 1993), 
MO.1.258, hlm. 187; Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Bierut: Dar al Fikr, 2003), no.3.852, 
hlm. 166. 
22Ahmad Sudirman Abbas, Qawa’id Fiqhiyyah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 
154. 
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Artinya: Tidak boleh memudharatkan (bahaya) dan tidak boleh dimudharatkan.23 
Dalam memutuskan nominal nafkah anak Aparatur Sipil Negara, jika ditinjau 
melalui hukum Islam, Hakim menggunakan maṣlaḥah al-mursalahsebagai dasar 
pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau nominal nafkah anak yang harus 
dibayar suami pasca perceraian, yang mana dalam Islam melihat kemashlahatan 
dikenal dengan metode Maṣlaḥah al-Mursalah. Maṣlaḥah secara bahasa berarti 
faedah, kepentingan, kemanfaatan, atau kemaslahatan.24 Sedangkan menurut istilah 
maṣlaḥahdiartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan yang hampir bersamaan, di 
antaranya:  
a. Muhammad Abu Zahrah, berpendapat bahwa adalah kemaslahatan yang 
selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syarʻi (Allah SWT dan 
Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang 
menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.25 
b. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, mengemukakan bahwa maṣlaḥah al-
mursalah adalah memelihara tujuan syaraʻ dengan cara menolak sesuatu 
yang merusak makhluk.26 
23Ibid., hlm. 127 
 
24Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 2002), hlm. 789. 
 
25 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 279.  
 
26T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), 
hlm. 236.  
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c. Al-Ghazali merumuskan maṣlaḥahsebagai suatu tindakan memelihara 
tujuan syaraʻ atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam 
menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, akal, harta, jiwa, keturunan 
atau kehormatan. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara 
salah satu dari lima hal di atas disebut maṣlaḥah, dan setiap hal yang 
meniadakannya disebut mafsadah, dan menolak mafsadah disebut 
maṣlaḥah.27 
Sedangkan alasan ditambahkan al-mursalah, karena syaraʻ memutlakannya 
bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syaraʻ yang menjadi penguatnya ataupun 
pembatalnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maṣlaḥah al-mursalahadalah 
suatu metode ijtihād dalam menggali sumber hukum yang tidak ada dalilnya dengan 
berdasarkan pada pendekatan memelihara hukum syara’ (maqāsid al-syarῑʻah). 
Penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang 
menyangkut keterampilan teknikal, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan 
intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta 
emosionalitas.28 Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk selalu 
membantu sesama terutama yang sedang dalam kesulitan seperti para pihak pencari 
27 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177. 
28Basuki Rekso Wibowo, Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan, Majalah Hukum, 
(Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.  
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keadilan dalam seperti para pihak dalam perkara cerai gugat yang mana istri 
menuntut dalam persidangan supaya suami membayar nafkah anak mereka.29 
Selain itu dalam memutuskan perkara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
tentang nafah anak PNS jika dilihat dari dasar pertimbangan yang dilakukan Hakim, 
Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan keapada hukum Islam dan Hukum 
positif. Seperti yang terdapat didalam putusan Mahkamah Syar’iyah banda Aceh 
hakim menetapkan nafkah anak PNS berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
seperti  pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal106 huruf (d) yang berkenaan dengan 
biaya nafkah yang wajib ditanggung ayah. Dalam penetapan nafkah anak hakim 
sudah sangat banyak melakukan pertimbangan. Namun sebaik apapun pertimbangan 
hakim dalam menentukan nafkah anak jika orangtua laki-laki enggan untuk 
membayar semua akan menjadi sia-sia. Makadari itu di pembahasan sebelumnya 
dibahas mengenai upaya hukum terhadap nafkah anak, agar terpenuhi semua 
kebutuhan anak jika tidak, maka Hakim yang salah dalam menetapkan nafkah 
maupun orangtua yang tidak membayar nafkah sudah bertentangan dengan Hukum 
Islam, yang mana didalam Islam sangat ditekankan sekali mengenai nafkah 
(menafkahi) keluarga terutama istri dan anak, seperti dalam firman Allah SWT:  
Q.S. Ath-Thalaaq : 7  
29Basuki Rekso Wibowo, Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan, Majalah Hukum, 
(Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10 
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                   
               
Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
 
 
Q.S. Ath-Thalaaq : 6 
                    
                       
                  
Artinya  Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 
 
Q.S Al-Baqarah : 233 
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                    
      . 
Artinya  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
Masa penyusuan tidak harus selalu 24 Bulan, karena Q.S. Al-Ahqaf  (46):15 
menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga  puluh bulan. Ini 
berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka  penyusuannya selama dua 
puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung  hanya enam bulan, maka ketika itu masa 
penyusuannya adalah 24 bulan 
Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak 
terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan : 
merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu (kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah 
diceraikannya secara bain, bukan raj’i). Adapun jika ibu anak itu masih berstatus 
isteri walau telah ditalak raj’i, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalaj 
kewajiban atas dasar hubungan hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntu 
imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan 
imbalan itu dinilai wajar. 
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Mengapa menjadi kewajiban ayah ? Karena anak itu membawa nama ayah, 
seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, 
yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu 
hendaknya dilaksanakan dengan cara yang makruf, yakni yang dijelaskan maknanya 
dengan penggalan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu 
dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang 
ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu 
di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.30 
Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan 
perkembangan jiwa dengan baik.Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya 
walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para warispun berkewajiban demikian. 
 Dari beberapa ayat Al-Qur’an diatas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting 
seorang ayah untuk menafkahi keluarganya terutama istri dan anak-anaknya. 
Makadari itu Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berkenaan dengan nafkah 
anak Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. 
tinggal lagi bagaimana pelaksanaan putusan tersebut oleh suami (ayah) sebagai 
orangtua yang bertanggung jawab atas keluarganya.  
 
 
30M. Quraish Shihab, Tafsir  Al-Misbah, (, Ciputat:Lentera Hati, 2000) cet. I, hlm. 474 
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BAB EMPAT  
 PENUTUP   
 
4.1. Kesmipulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Bahwa dari hasil penelitian Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 
mengenai pembebanan kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada 
orangtua laki-laki (Ayah) setelah terjadi perceraian dengan banyak 
pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah 
Banda Aceh, diantaranya yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim 
dalam menentukan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian adalah dilihat 
dari gaji atau kemampuan ekonomi orangtua laki-laki (Ayah) sebgai Pegawai 
Negeri Sipil, selain itu, hakim juga melihat dari kebutuhan sehari-hari dari 
seorang anak tersebut. Olehkarenanya setiap memutus perkara mengenai 
biaya nafkah anak, majelis hakim menentukan kewajiban orangtua laki-laki 
(Ayah) membiayai nafkah anak setelah terjadi perceraian adalah dilihat dari 
kemampuan ekonomi  orangtua Laki-laki (Ayah) sebagai Pegawai Negeri 
Sipil yang berkaitan dengan gaji dan tanggungan lainnya dari orangtua laki-
laki (Ayah) yang bersangkutan. Maka dari itu setiap memutus perkara yang 
menyankut biaya nafkah anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda 
68 
 
69 
 
Aceh mempertimbangkan dengan sangat agar biaya nafkah anak sesuai 
dengan kemampuan orangtua dan anak tidak kekurangan dalam mendapat 
nafkah dari orangtuanya. 
2. Upaya hukum terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan suami 
sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai mana yang telah diputuskan oleh 
pengadilan, dan apabia telah diminta dalam perkara mengenai nafkah anak 
dan hakim mengabulkannya, upaya pertama yang harus dilakukan istri jika 
suami enggan membayar/membiayai nafkah anak setelah perceraian ialah 
dengan cara membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja 
dan diberikan keada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, dengan 
begitu gaji suami nantinya akan dipotong sesuai dengan jumlah nafkah yang 
tidak dibayarnya setelah ada putusan pengadilan. Namun jika dengan cara ini 
juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan permohonan 
eksekusi ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk memaksa suami 
sebagai ayah agar memberikan nafkah anak sebagaimana diputus oleh 
Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah. 
3. Hakim menetapkan nafkah anak dengan cara melihat kemudharatan yang 
terjadi apabila nafkah tersebut ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan si 
anak, baik jajan si anak maupun kebutuhan lainnya. Pada dasarnya Islam tidak 
mengkehendaki kemudharatan  pada umat karena mudharat itu wajib 
dihilangkan. Kemudian Dalam memutuskan perkara nafkah anak Pegawai 
Negeri Sipil, jika ditinjau melalui jukum Islam Hakim menggunakan 
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kemashlahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau 
nominal nafkah anak yang harus dibayar suami pasca perceraian, yang mana 
dalam Islam melihat kemashlahatan dikenal dengan metode Maṣlaḥah al-
Mursalah. 
4.2. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 
berikut:  
1.  Biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian harus tetap dapat terjamin karena 
anak masih mempunyai masa depan yang sangat panjang, oleh karenanya 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memutus perkara perceraian harus 
mempertimbangkan dengan baik tentang permohonan nafkah anak yang 
dimohonkan. Kondisi ekonomi orangtua laki-laki (Ayah) selalu menjadi 
pertimbangan hakim dalam memutuskan  perkara biaya nafkah anak ini, 
namun tidak boleh dijadikan sebagai alasan ekonomi untuk menolak pula atau 
tidak mengabulkan permohonan nafkah anak. Karena bisa saja kedepan nanti 
orangtua yang dianggap tidak mampu (mempunyai gaji kecil) nantinya akan 
menjadi mampu. Apalagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang seiring naiknya 
golongan maka gaji juga bertambah. Jadi jangan sampai faktor ekonomi 
orangtua laki-laki menjadikan permohonan biaya nafkah anak tidak 
dikabulkan.  
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2. Bahwa apabila ternyata dala proses persidangan perceraian, biaya nafkah anak 
tidak diminta oleh orangtua perempuan, maka hakim Mahkamah Syar’iyah 
memberikan saran agar menuntut biaya nafkah anak, dan kalau dapat 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh khususnya kepada Majelis Hakim 
memutus saja mengenai biaya nafkah anak meskipun tidak diminta didalam 
persidangan. Memang pada dasarnya hakim tidak bisa menambah atau 
mengurangi tuntutan (asas ultra pertitum pertium), namun harus ada 
pengecualian dalam hal biaya nafkah anak ini, karena biaya nafkah anak sama 
saja dengan masadepan anak nantinya.  
3. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian kedua orangtuanya, 
diputus oleh pengadilan atau tidak, hal tersebut secara moral dan Agama 
merupakan sebuah kewajiban orangtuanya, oleh karena itu, orangtua laki-laki 
(Ayah) secara moral dalam hal ini harus memberikan biaya nafkah anak 
meskipun tidak diputuskan didalam persidangan, karena pada dasarnya biaya 
nafkah anak adalah kewajiban bagi orangtua Laki-Laki sebagai Ayah yang 
harus dipenuhinya.  
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